
 
 

BUPATI TABANAN 

PROVINSI BALI 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  TABANAN 

NOMOR 1 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011  

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TABANAN, 

 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

c. 

bahwa Retribusi Pelayanan Pasar  merupakan salah 

satu sumber pendapatan daerah yang penting guna 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip 

demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 

masyarakat, dan akuntabilitas dengan 

memperhatikan potensi daerah; 

 

bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi 

saat ini, sehingga perlu diubah; 

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 

 

 

Mengingat : 1. 

 

 

2. 

 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar  Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 



 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655); 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam 

Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan 

Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN 

 

dan 

 

BUPATI TABANAN 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. 

 

  Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabanan Nomor 2), diubah sebagai berikut : 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 

18 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 

dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 

Kabupaten Tabanan. 

3. Bupati adalah Bupati Tabanan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan. 

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas 

tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang Perindustrian 

dan Perdagangan. 

7. Pasar adalah tempat atau bangunan tertentu 

yang dipergunakan sebagai tempat bertemunya 

penjual dan pembeli yang dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

8. Bangunan Pasar adalah bangunan toko, kios, 

los, dan semacamnya yang berada di areal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasar yang dipergunakan untuk tempat 

berdagang atau menyimpan barang dagangan 

secara tetap dan teratur baik yang dibangun 

oleh pedagang sendiri atau yang dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

9. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap 

dan dipisahkan satu dengan yang lainnya 

dengan dinding pemisah mulai lantai sampai 

dengan langit-langit yang dipergunakan untuk 

usaha berjualan. 

10. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan 

pasar bebentuk bangunan memanjang tanpa 

dilengkapi dinding. 

11. Pelataran/Pedasaran adalah suatu tempat 

tertentu diluar kios dan los yang berada dalam 

areal pasar diatas dimana barang dagangan 

ditempatkan untuk dijual. 

12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa 

yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan 

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau badan. 

13. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya 

dapat disebut Retribusi adalah pembayaran 

atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar 

tradisional/sederhana yang berupa halaman  

/pelataran, los, kios, dan toko yang dikelola 

oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus 

disediakan untuk pedagang, tidak termasuk 

yang dikelola perusahaan Daerah pasar. 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau 

badan yang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungutan atau pemotongan retribusi 

tertentu. 

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu 

yang merupakan batas waktu bagi Wajib 

Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan. 

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau 

modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi masa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang 

selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat 

untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau 

sanksi administratif berupa bunga dan atau 

denda. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya 

retribusi yang terutang. 

19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi 

daerah adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana dibidang 

retribusi yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 

 

2. 
 
 

 
 

 
 
 

 
3. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah 

Daerah. 

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 11 

 

Masa Retribusi ditetapkan dalam jangka waktu 

yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain 

oleh Bupati. 

 

 

 

 



 
4. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

5. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
6. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

 

(1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi 

(2) Retribusi dipungut secara  elektronik atau 

non elektronik. 

(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan 

SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagai 

mana dimaksud pada ayat (3) dapat 

berupa print out pembayaran dari mesin 

elektronik atau berupa karcis, kupon dan 

kartu langganan. 

(5) Semua penerimaan Retribusi yang 

diselenggarakan oleh Dinas disetorkan ke 

kas Daerah. 

 

 

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Wajib Retribusi dapat melaksanakan 

pembayaran angsuran dan/atau 

penundaan pembayaran Retribusi dengan 

mengajukan permohonan secara tertulis 

kepada Dinas. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tatacara/mekanisme pelaksanaan, 

penentuan pembayaran, tempat 

pembayaran, angsuran dan penundaan 

pembayaran diatur dalam Peraturan 

Bupati. 

 

Ketentuan BAB X diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

BAB X 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 14 

 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat 



 
 

 
 

 
 
 

 
7. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

pada waktunya atau kurang membayar dikenakan 

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 

(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang 

terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan 

menggunakan STRD. 

 

 

Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga 

Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 18 

 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di 

lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana dibidang 

Retribusi Daerah. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud  

ayat (1) adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan 

dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana 

dibidang Retribusi Daerah  agar 

keterangan atau laporan tersebut 

menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan  mengumpulkan 

keterangan mengenai orang pribadi 

atau badan tentang kebenaran 

perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pidana Retribusi Daerah 

tersebut; 

c. meminta keterangan dan dan barang 

bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana 

dibidang Retribusi Daerah; 

d memeriksa buku-buku, catatan-

catatan, dan dokumen-dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana 

dibidang Retribusi Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk 

mendapatkan barang bukti 

pembukuan, pencatatan dan dokumen-

dokumen lain, serta melakukan 

penyitaan terhadap barang bukti 

tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam 

rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana dibidang Retribusi 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
8. 

Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan atau melarang 

sesesorang meninggalkan ruangan atau 

tempat pada saat pemeriksaan sedang 

berlangsung dan memeriksa identitas 

orang atau dokumen yang dibawa 

sebagai mana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret sesorang yang berkaitan 

dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar 

keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan;dan 

k. melakukan tindakan lain yang perlu 

untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana dibidang Retribusi  Daerah 

menurut hukum yang 

dipertanggungjawabkan. 

 

(3) Penyidik sebagaimana  dimaksud pada ayat    

(1) memberitahukan dimulainya penyidikan 

dan menyampaikan hasil penyidikannya 

kepada penuntut umum sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga 

Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 19 

 

(1) Setiap Wajib Retribusi yang tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang 

merugikan keuangan Daerah diancam 

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 

atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) 

kali jumlah Retribusi terutang yang tidak 

atau kurang dibayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan penerimaan negara. 

  

  

 

 

 

 



 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabanan. 

 

 

 Ditetapkan di Tabanan 

pada tanggal 7 Januari 2022 

BUPATI TABANAN, 

 

 

 

 

I KOMANG GEDE SANJAYA 

 

Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal 7 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

 

 

                          

 

                     I GEDE SUSILA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 1 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI: 

(1,1/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN 
NOMOR 1 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011  

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

 

I. UMUM 

       Bahwa Untuk mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang 

nyata dan bertanggung jawab, diperlukan tuntunan pembiayaan 

pemerintah dan pembangunan semakin meningkat, sehingga perlu 

peningkatan pendapatan  khususnya bersumber dari Retribusi Daerah 

yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian, 

sehubungan dengan hal tersebut dilaksanakan pemungutan retribusi 

pelayanan pasar secara elektronik dan non elektronik. 

 

       Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  maka dalam rangka 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  perlu menetapkan Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 

Pasar. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

       Angka 1 

            Pasal 1 

                 Cukup Jelas 

        Angka 2 

              Pasal 10 

                    Cukup Jelas 

Angka 3 

      Pasal 11 

            Cukup Jelas 

Angka 4 

      Pasal 12 

            ayat (1) 

               Cukup Jelas 

            ayat (2) 

               Pemungutan Retribusi secara Elektronik adalah 

pembayaran atas pelayanan dengan menggunakan mesin 

elektronik. 

Pemungutan Retribusi secara Non Elektronik adalah 

pembayaran atas pelayanan dengan menggunakan 



dokumen lain yang dipersamakan. 

 

            ayat (3) 

               Cukup Jelas 

            ayat (4) 

               Cukup Jelas 

Angka 5 

       Pasal 13 

             Cukup Jelas 

Angka 6 

       Pasal 14 

              Cukup Jelas 

Angka 7 

       Pasal 18 

              Cukup Jelas 

Angka 8 

       Pasal 19 

              Cukup Jelas 

 

 

Pasal II 

       Cukup Jelas 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1 

  

 

 

 

 


